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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1). untuk mengetahui ppopembagian waris menurut
hukum adat Lampung Saibatin di Pekon Patoman KabopReringsewu Provinsi
Lampung.(2). untuk mengetahui pembagian harta warenurut hukum adat
Lampung Saibatin betentangan dengan hukum Islam #&tk. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitudg@kstan yang memusatkan
perhatian terhadap objek yang diteliti sebagai tkesa yang menyeluruh. Tehnik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendadm pengumpulan data
sekunder. Tehnik analisis data dilakukan secausterenerus dari awal sampai akhir
berdasarkan data yang didapat dilapangan. Hasglifan (1). Proses pembagian
harta warisan pada masyarakat adat Lampung Sailllakukan dengan cara
musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kemkdaa kekeluargaan,
pembagian harta waris dalam adat Lampung Saibapatddilakukan pada saat
pewaris belum meninggal dunia atau pun pewarisisutzninggal dunia hanya saja
yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum adahjpung Saibatin hanyalah
anak laki-laki tertua atau anak laki-laki penggaagiah menurut hukum adat
Lampung Saibatin. (2). Pembagian harta waris meénbukum adat Lampung
Saibatin bertentang dengan Hukum Islam karena dbl#tam waris adat Lampung
Saibatin menganut sifat patrilineal, yaitu sisteawérisan di mana anak laki-laki
tertua berhak atas seluruh harta peninggalan daagaepenerus keturunan mereka.
jadi hanya anak laki-laki yang mendapatkan hartasa@al ini bertentangan dengan
hukum Islam yang mengatur pembagian waris kepasmaeahli waris bapak, ibu,
saudara, istri, dan anak.
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ABSTRACT

The purpose of this observation. (1) To know thgopse distribution of legacy
according to culture law’'s Lampung Saibatin in pek®atoman. Kabupaten
Perinsewu Provinsi Lampung. (2) To know distribntiof legacy according to
Lampung Saibatin cultures was differences with neseslaw’s. this observation
used document analys thecnic and interview it wasglwith continue until finished
with accurate document. Equal observation (1). €&scdistribution of legacy
Lampung Saibatin cultures it was doing with meetiagkeep family togetherness
when yet or after pash away and only oldest on.O§&tribution of legacy according
to Lampung Saibatin was differences between moekslens because distribution og

legacy to all in the family such as father, mothother and sister, wife and children
too.

Xiv



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum ganting dalam
rangka pembangunan hukum nasional yang menujuakepsraturan perundang-
undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yangtiden kepribadian bangsa
Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukam agar hukum yang
baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan peras&am masyarakat Indonesia.
Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat gunabpgan hukum waris
nasional adalah hukum waris adat. Hukum waris ybagaku di kalangan
masyarakat Indonesia sampai sekarang masih beptifalistis, yaitu ada yang
tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undtaigum Perdata, Hukum
Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Incbemeberbhineka yang
terdiri dari beragam suku bangsa memiliki ada@addt dan hukum adat yang
beragam antara yang satu dengan yang lainnya lzerbéan memiliki
karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum atlEmasuk di dalamnya
hukum waris menjadi pluralistis pula.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang lipara harta

kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang menirsggtd akibatnya bagi para



ahli warisny&®® Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah
hartakekayaan dari pewaris yang telah wafat, baikahitu telah dibagi atau
masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasulaldim harta warisan adalah
harta pusaka, harta perkawinan,dan harta bawaamdbnesia di antara orang-
orang Indonesia asli yang tersebar di berbagaiallaeada beberapa sifat
kekeluargaan yang dapat dimasukkan ke dalam 3 gamyaitu;

1. Sifat kebapaka@Patrilineal);

2. Sifat keibuanMatrilineal);

3. Sifat kebapak-ibua(Parental)®’

Soerojo wignjodipoeralalam bukunya “Pengantar dan Asas-asas hukum
adat” memberikan rumusan tentang hukum waris sslzdgai berikut : “Hukum
waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetagkarta kekayaan baik
yang materiil maupun yang immateriil yang manakah deseorang yang dapat
diserahkan kepada keturunanya serta yang sekaligagnengatur saat, cara dan
proses peralihany&®

Masyarakat Adat Saibatin pada umumnya bermukim layah pantai
propinsi Lampung dimulai dari Kabupaten Lampung atel (Kalianda),
Kabupaten Peringsewu (Semaka), dan Kabupaten LampBarat. Pada

masyarakat adat Lampung Saibatin yang menggunadatuko perkawinan jujur

% Effendi Perangindukum Wariscetakan ke X, Raja Grafindo Persada, Jakartd, 20 3

7 R. Wirjono ProdjodikoroHukum Warisan di Indonesialakarta: Sumur Bandung, 1980,
hal. 10.

®8 Soerojo WignjodipoeroPengantar dan Asas-asas Hukum Adatakan ke XIV, Gunung
Agung, Jakarta, 1995, hal. 81.



dan memakai sistem kewarispatrilineal, yaitu sistem kewarisan di mana anak
laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peniteggadan sebagai penerus
keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anakldkk dalam keluarga
sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikaa sama dengan tidak
mempunyai keturunan atau putus keturutfahlal inilah yang kadang masih
mempengaruhi dalam keluarga suku adat lampug Saymtg mana keberadaan
anak laki-laki yang sangat dianggap penting kelzemadya untuk meneruskan
nama keluarga. Dalam suku adat Lampung Saibatilakeisebuah kebiasaan
yang mana apabila sebuah keluarga tidak memiliakdaki-laki maka menantu
lelaki tertualah yang dianggap atau dijadikan pese@ama keluarga tersebut.

Di dalam norma hukum pada Al-Qur'an di dalam su#atNisa ayat 12
yang menentukan bagian ahli waris istri mendapaersgnpat (1/4) bagian
warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, déa fpewaris meninggalkan
anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yergnaénya (ahli waris) .
Apabila dikaitkan dengan istri yang ikut serta bgkemencari penghasilan
membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomiatgd sebagai
ketentuan yang bersifat diskriminatif dan tidakl.adika dikaji secara mendalam
dan menyeluruh dalam satu sistem keluarga Islanty yaukum waris yang
merupakan bagian dari hukum keluarga dan tidak tddgasahkan dengan
hukum perkawinan, maka keadilan justru akan terlikarena ketentuan

perolehan warisan istri mendapat seperempat (Hdlb warisan jika pewaris

% Hilman Hadikusumatukum Kekerabatan Adatakarta: Fajar Agung, 1978, hal. 34



tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris menirdggalanak maka mendapat
seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya tersdbalam kaitannya dengan
hukum perkawinan yang menentukan kewajiban segeaagebagai suami untuk
menanggung beban ekonomi di dalam keluarga. Sedangknita sebagai istri
tidak mempunyai kewajiban yang demikian. Ini digilan di dalam Q.S, 4 : 34
sebagai berikut :
Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oletehka Allah telah
melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagiay lgam (wanita), dan
karena mereka (pria) atas sebagian yang lain wadsta karena mereka
(pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mefektuk membiayai
kehidupan keluarganyaj.
Seorang suami berkewajiban menafkahi istri danm@yslang berada
dibawah tanggung jawabnya sebagai kepala kelubeggtu pula seorang
istri mempunyai kewajiban untuk melayani suamingeasa lahir dan
batin.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makalipetertarik untuk
mengkajinya lebih lanjut dalam karya ilmiah skrigeingan judul YPembagian

Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Ditinjau Dari Hukum

Islam Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten PeringsewurBvinsi Lampung”.

. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasaiaimy akan menjadi

kajian di dalam pembahasan adalah :

0 Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang, Asy-Syli€88).



1. Bagaimana proses pembagian harta waris menurutnhukdat Lampung
Saibatin di Kecamatan Pagelaran Kabupaten PeringBeavinsi Lampung ?

2. Apakah pembagian harta waris pada masyarakat adaipling Saibatin
bertentangan dengan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui proses pembagian harta waris memwukum adat
Lampung Saibatin di Kecamatan Pagelaran Kabupatering3ewu
Provinsi Lampung.
b. Untuk mengetahui Apakah pembagian harta waris paasyarakat adat
Lampung Saibatin bertentangan dengan hukum Islam.
2. Manfaat penelitian
a. Manfaat teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbanmganikiran dalam
rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khysusukum
waris adat Lampung Saibatin dan hukum Islam.
b. Manfaat praktis
1) Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalarajademisi
khususnya mahasiswa fakultas hukum mengenai hukans vadat

Lampung Saibatin dan hukum Islam di Lampung Saibati



2) Menjadi salah satu referensi bagi pengembangan nhukagi
Pemerintah Daerah Lampung Saibatin Seluma khususm®yagenai
hukum waris adat Lampung Saibatin dan hukum Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Di dalam kehidupan masyarakat sering kali ditemaisatah tentang
pembagian waris, di Indonesia pembagian waris nildrtija dasar hukum yaitu
menurut BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat sesuai dangnasyarakat
Indonesia yang memberlakukannya. Pengertian mdstar@dalah golongan
besar atau kecil terdiri adari beberapa orang maryeng dengan atau karena
sendirinya bertalian secara golongan dan pengamrhpangaruhi satu sama
lain.”* Sedangkan pengertian masyarakat hukum adat dapat dikatakan
merupakan suatu kesatuan manusia yang saling herbab dengan pola
berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pméa-perilaku yang sama,
dimana perikelakuan tersebut tumbuh dan diwujudkfuran-aturan untuk
mengatur pergaulan hidup itu.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak bisa lepas rdasyarakat

Indonesia. Karena pada dasarnya masyarakat Indonelsih patuh terhadap
hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis yitgh mendarah daging

bagi masyarakat Indonesia sejak dilahirkan.

" Hilman HadikusumaPengantar llmu Hukum Adat Indonesiandar Maju, Bandung,
1992,hal.42

7> Soerojo Wignjodipoerd?engantar dan Asas-asas Hukum Adatakan ke XIV, Gunung
Agung, Jakarta, 1995, hal. 78



Cornellis Van Vollenhovepmengemukakan bahwa

Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku b@gig-orang
Pribumi dan orang-orang Timur asing, yang disat@akmempunyai saksi
dan di lain pihak tidak di kodifikagf

Hukum waris itu sendiri mengandung tiga unsur nkutlgaitu, adanya
harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewang meninggalkan harta
kekayaan, dan adanya ahli waris atau ahli warisgyakan meneruskan
pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya adtamya harta
warisan/harta peninggalan. Hukum adat waris di med@ itu sendiri tidak
terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekaralgang berbeda. Dilihat
dari bentuk perkawinan, kebudayaan, perilaku damanya unsur agama,
masyarakat hukum adat Lampung khususnya Saibatimankegaris keturunan
waris mayorat laki-laki, yaitu hanya anak laki-lakirtua yang mendapat hak
penguasaan warisan dari Isteri ratu yang telahatkad. Dalam hal ini anak laki-
laki tertua berkedudukan sebagai anak yang benempgawab meneruskan
keturunan menggantikan kedudukan ayahnya sebagaiské&erabat keturunan
ayahnya. la juga berhak untuk mengelola dan meareliharta warisan dengan
peruntukan menghidupi seluruh keluarganya. Padayaralsat adat Lampung
Saibatin yang menggunakan bentuk perkawinan jojemakai sistem kewarisan

mayorat laki-laki, yaitu system kewarisan di mamalalaki-laki tertua berhak

7 R. Soerojo Wignjodipoero,198Xedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah
KemerdekaanGunung Agung, Jakarta, hal. 76



atas seluruh harta peninggalan dan sebagai peketusinan mereka. Begitu
kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarganggja jika tidak mempunyai

anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempukgéurunan atau putus
keturunan Pada masyarakat adat Lampung Saibdta,dplam keluarga tidak
mempunyai anak laki-laki, maka dalam hukum adat yarakat Lampung

diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai pererusunan. Ketentuan

adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, tetégai fidak ada, dapat mengadopsi
anak orang lain di luar keturunan kerabatnya.

Ada tiga unsur yang perlu dibicarakan untuk merrelaskum kewarisan
adat dalam lingkungan adat masyarakat muslim digLang, yaitu pewaris, ahli
waris, dan harta warisan.

1. Pewaris
Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal duaa
meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepadargelnya yang masih
hidup. Karena itu yang tergolong sebagai pewarsaddorang tua, yaitu
ayah, ibu, dan saudara-saudara. Selain itu, biadiehubungan perkawinan,
yang kemudian salah satu di antara keduanya mealigon meninggalkan

harta warisan, yang meninggal itu disebut pewaris.



2. Ahli Waris

Ahli waris adalah Anak-anak dalam hubungannya dergang tua
dapat dibedakan antara anak-anak kandung, anakatiak angkat, anak
pungut, anak akuan dan anak piara, yang kedudukammgsing-masing
berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, texutEiam hubungan

dengan masalah warisan

a. Anak Kandung
Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah danydbwadalah
anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya s@ka
anaknya adalah anak kandung yang sah, apabilavged ayah
dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi analukanyang
tidak sah.Menurut hukum adat Lampung perkawinangyaah
adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hulgama Islam
dan diakui oleh hukum adat. Anak yang dilahirkan garkawinan
itu adalah anak yang sah menurut hukum adat ddnkaleenanya
ia berhak sebagai ahli waris dari ayahnya baikmdlarta warisan

maupun kedudukan adat.



b. Anak tiri
Anak tiri yang dimaksud di sini adalah anak kandyagg di bawa
oleh suami atau istri kedalam perkawinan sehinggahsseorang
dari mereka menyebut anak itu sebagai “anak ti&di anak tiri
adalah anak bawaan dalam perkawinan.Kedudukantandklam
bentuk perkawinan jujur atau semanda tidak terlelaaspengaruh
kekerabatan ayah atau kekerabatan ibu. Lain halaj@m bentuk
perkawinan mentas, yang berlaku pada masyarakadt kaaillau-
bapakan, dimana harta perkawinan orang tua dapaisati
pisahakan dengan nyata, antara harta bawaan, pemgghasilan,
harta pencaharian dan barang-barang hadiah perawialam hal
ini anak tiri pada dasarnya hanya mewaris dari graa yang

melahirkannya.

c. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianglkatt ofang tua
angkat dengan resmi menurut hukum adat setempeatrediakan
tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau peaneln atas
harta kekayaan rumah tangga, contonya di lingkumgasyarakat
adat kelbu-an seperti berlaku di daerah Minangkalsamendo
sumatera selatan dimana keluarga yang hanya meapangk

laki-laki tidak mempunyai anak wanita dapat mengahganak
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wanita orang lain untuk dijadikan penerus dan psmarang tua

angkatnya.

d. Anak Akuan

Anak akuan atau juga dapat disebut “anak semang”
(Minangkabau),anak pungut (Jawa), ialah anak ordang yang
diakui anak oleh orang tua yang mengakui karenasbkésihan
atau juga dikarenakan keinginan mendapatkan tepagsbantu
tanpa membayar upah. Kedudukan anak akuan terh@dagtua
yang mengakui bukan sebagai warisnya, oleh karada gasarnya
pengakuan anak itu tidak mengubah hubungan hukuaraasi
anak dengan orang tuanya. Kecuali jika kedudukamak dirubah
dari anak akuan menjadi anak angkat. Adakalany& akaian

mendapat bagian harta warisan dari orang tua yamgakuinya.

e.Anak Piara
Anak piara juga dapat disebut “anak titip”, ialainak yang
diserahakan orang lain untuk dipelihara sehinggagwyang tertitip
merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. Hgén hukum
antara si anak dengan orang tua yang menitipkap @&tda, anak
tersebut adalah waris dari orang tua kandungnylearbwaris dari

orang tua yang memeliharanya. Orang tua kanduramak tetap
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berhak untuk mengambil si anak kembali ketanganayau
sebaliknya orang tua kandung itu berkewajiban merer

penyerahan kembali si anak dari tangan pemeliharany

Pembagian warisan pada masyarakat Lampung Satkaikoukan sesudah
pewaris meninggal dunia. Sistem pewarisan sesudalars meninggal, yaitu
pewarisan jatuh kepada anak laki-laki tertua sabatgawaris yang bertanggung
jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga mentg@enperan pewaris (ayah)
sebagai kepala keluarga. Ini bertentangan deng&uanhuslam yang mengatur
bahwa setiap anak kandung ,istri dan saudara éarangs berhak mendapatkan
harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris hanya sagian-bagiannya saja
yang berbed&’

Apabila dalam pembagian waris didalam masyarakait ddmpung
saibatin terjadi perselisihan maka harus diselesaglalam musywarah adat untuk
dicari jalan keluar yang baik dalam adat karenaungnhukum adat lampung
saibatin apabila pembagian harta waris diselesaikgrengadilan berarti sama

saja dengan mencoreng nama baik keluarga.

* M Mizan Asrori Zain Muhammad, 198Pembagian Pusaka Dalam IslaBina limu,
Surabaya, Hal. 9
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E. Keaslian Penelitian
Pemeriksaan yang dilakukan pada Perpustakaan WitagerBengkulu
tentang “Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Lamp@agbatin Ditinjau
Dari Hukum Islam Di Kecamatan Pagelaran KabupaterinBsewu Provinsi
Lampung”, sepanjang pengetahuan penulis belum iéelawkan judul penelitian
yang sama persis dengan judul skripsi ini.
Namun mengenai adat secara umum pernah ditulisAneiisa Tanjung
Sari, Tesis dengan judulkédudukan laki-laki tertua dari hasil perkawinan
levirate dalam hukum waris adat lampung pepddun
1. Persamaan permasalahan yang akan dibahas penuligandepeneliti
sebelumnya yaitu : penulis dan peneliti sebelummgana-sama ingin
mengetahui proses pembagian waris yang dilakukeh olasyarakat adat
suku Lampung.
2. Perbedaan permasalahan yang akan dibahas penutigardepeneliti
sebelumnya yaitu :
a. Penulis membahas proses pembagian waris menurutmhwddat
lampung Saibatin yang ditinjau dari hukum islam.
b. Peneliti sebelumnya membahas kedudukan anak lakadam waris
hukum adat lampung pepadun dari proses perkawavratie.
Dilihat dari judul dan lokasi penelitian di atasd&pat adanya perbedaan
yang akan dibahas dalam penelitian ini. Lokasi [iggre dan permasalahan yang

diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti setmelya, maka dapatlah
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dikatakan bahwa penelitian ini asli dan jauh daswr plagiat yang bertentangan
dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasionaktibglan terbuka.

Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebemsa secara ilmiah
dan terbuka baik di sidang yang bersifat ilmiah pueudi hadapan masyarakat
pada umumnya. Berbagai saran dan masukan yang riktifstsehubungan
dengan pendekatan dan perumusan masalah ini sahigatapkan untuk

pengembangan penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini  menggunkan metode penelitian empirisi
menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitRehelitian deskriptif
adalah penelitian yang ditujukan kepada usaha umietaperoleh gambaran
fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnyaaéctensif dan ekstenst.
Yang arah dan tujuannya untuk mengetahui pembagsais adat Lampung
saibatin di kecamatan pagelaran kabupaten Peringewinsi Lampung.

2. Pendekatan Penelitian
Metode penelitian empiris ini menggunakan metodedpkatan

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalgbenelitian yang ditujukan

Ibid, HIm. 8.
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kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta &jaila gertentu dan
menganalisisnya secara intensif dan ekstéhsif

Tujuan lain dari penelitian deskriptif yaitu untukiemperoleh
gambaran tentang suatu keadaan pada suatu watdnttie(gambaran pada
waktu sesaat) atau perkembangan tentang se<uatu.

Penelitian kualitatif langsung mengarahkan paded&an dan pelaku-
pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapatdalamnyd®.
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekataalitdif yaitu
pendekatan yang memusatkan perhatian terhadelp ydng diteliti sebagai
satu kesatuan yang menyeluruh guna memperoleh gamtentang keadaan
yang sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat mangek waris dalam
hukum adat Lampung Saibatin di Pekon Patoman KeeamBRagelaran
Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung tanpa menguransur-unsur
yang ada didalamnya.

3. Data Penelitian

a. Jenis data primer

76 .
Ibid...
3. Supranto, 200Bletode Penelitian Hukum dan statistRineka Cipta, Jakarta,HIm.4.

® Andry Harijanto DKK, 2008,Buku Pedoman Penulisa Tugas Akhfiakultas Hukum
Universitas Bengkulu, Bengkulu, Him. 22.
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Data primer diperoleh langsung dari sumber pertayakni perilaku

warga masyarakat atau data yang diperoleh dari teggsangan, melalui

penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengunakan metqueposive yaitu

untuk menentukan informan yang dipilih secara seng@ngan menggunakan

kriteria dan pertimbangan penelitian. Dalam haJ y@ing menjadi informan

adalah sebagai berikut:

1)

2)

Kelompok informan yang berkenaan dengan sistem rkeppinan
tradisional seperti ketua adat dan perangkatnyayifibang kesebatinan,
Raja Suku, Raja Sebatin. Penentuan informan imndasi oleh suatu
pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman hiddan
pengetahuan yang cukup memadai berkaitan denganistiddatnya,
tradisi, dan norma-norma hukum adat, yang berkaitmgan hak waris
adat menurut hukum Islam dan hukum adat Lampuniga8aidi Pekon
Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewingti.ampung
Kelompok informan yang berkenaan dengan sistemrkgppinan formal
seperti Kepala Pekon Patoman Kecamatan Pagelarabupigen
Peringsewu Provinsi Lampung dan Ketua MUI Kabupd@eningsewu.
Penentuan informan ini dilandasi oleh suatu peringan bahwa mereka
memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang pukiemadai
berkaitan dengan struktur organisasi sosial makgaradat, adat-

istiadatnya, tradisi, dan norma-norma hukum adatgyberkaitan dengan

16



hak waris menurut hukum Islam dan hukum adat LamgpBaibatin di
Kecamatan Pagelaran.

3) Kelompok informan yang terdiri dari masyarakat dek&n Patoman
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Proviasipung yang
memahami masalah hukum waris adat Lampung SaibB&mentuan
informan ini dilandasi oleh suatu pertimbangan bammereka memiliki
pengalaman hidup dan pengetahuan yang cukup menisstkaitan
dengan adat-istiadatnya, tradisi, dan norma-normlaurh adat, yang
berkaitan dengan hak waris adat menurut hukum Islamhukum adat
Lampung Saibatin di Pekon Patoman Kecamatan Pagel&abupaten
Peringsewu Provinsi Lampung.

b. Jenis data sekunder

Data sekunder, data yang diperoleh dari penelkigpustakaan
dengan mempelajari buku-buku, laporan-laporan, o@kudan peraturan
yang berhubungan dengan obyek penelitian sertgp-arsip pada
instansi’®

4. Prosedur Pengumpulan data
a. Wawancara mendalam
Teknik wawancara mendalam dipakai untuk menjariata ang

berhubungan dengan suatu gejala sosial hukum dalaktek yang

®Soerjono soekanto, 198®engantar Penelitian HukumUniversitas Indonesia, Jakarta,
Him. 11-12
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bersifat komplek atau dapat pula dipakai untuk neésiTui pendapat
informan mengenai suatu hal, lengkap dengan alalssan ataupun
motif-motif yang melandasinya. Dalam pemakaian wasasa mendalam
disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulisurgsi sebagai
pedoman yang bersifat fleksibel dan pertanyaankierya didasarkan
pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumny
b. Pengumpulan data sekunder
Data pustaka diperoleh dan dikumpulkan melalui [vese

kepustakaanliprary research dengan tujuan untuk mendapatkan data-
data, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan.edsaran-peraturan
yang berkaitan dengan hak waris adat dalam huklamIdan hukum adat
Lampung Saibatin. Untuk itu digunakan dua macanereeisi, yaitu
referensi khusus dan referensi umum. Referensiughggperti laporan
penelitian dan jurnal penelitian, sedangkan ref@ramum seperti kamus
dan buku-buku teks mengenai hukum adat dan hukiam f8

5. Pengolahan data
Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atasar reabilitas

(kejujuran) maupun validitas ( keabsahan). Datagylurang lengkap yang tidak

dapat dipertanggung jawabkan digugurkan dan yargatddilengkapi akan

80
Him. 11-12

Soerjono soekanto, 198Bengantar Penelitian HukunUniversitas Indonesia, Jakarta,
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diulangi penelitian pada responden. Data yang dipkrbaik data primer maupun
sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menpakok bahasan, kemudian
diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pedanytelah terjawab atau
apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jaw2abtnyang diperoleh akan
diolahdengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Editing (to edit artinya membetulkan), adalah memeriksa atau nteneli
data yang telah diperoleh untuk menjamin apakahatsudiapat

dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Coding yaitu mengkategorisasikan data dengan cara pémb&pde-
kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang digean pada daftar
pertanyaan dan pada pertanyaannya sendiri dengatsuchauntuk

ditabulisasikarf!

6. Analisis data

Dalam analisa data ini, data disusun kemudian diggdan dalam pola,
tema atau kategori setelah itu diadakanlah intetase yaitu memberikan
makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga ameReterkaitan berbagai
konsep. Dengan cara ini maka data yang terkumpuétdadideskripsikan dalam
suatu kualitas yang lebih mendekati kenyataana senungkap hal-hal yang

mendasarinya.

¥ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, MetodPenelitian Hukum dan JurumetriGhalia
Indonesia, Jakarta, HIm. 64-65.
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BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian hukum adat secara umum

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatgda dan juga
merupakan penjelmaan dari sikap jiwa bangsa ydagnga turun temurun,
sehingga boleh dikatakan bahwa setiap suku bangsg wda di dunia
memiliki tradisi adat kebiasaan. Demikian ragamtrgdisi dan adat tersebut
sesuai dengan plurarisnya warna kebangsaan, kaermaratu plurarisnya
warna kebangsaan satu sama lain berbeda. Namumu jusirena
keanekargaman ini memberikan simbol bahwa kekaydantitas dan ciri
tradisi tersebut memberikan bukti kalau adat terseberupakan hal yang
telah melekat kedalam tubuh bangsa yang bersangkiuiat juga merupakan
salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yamsgrogkutan dari abad ke
abad.

Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia memddat kebiasaan
sendiri-sendiri yang mana satu dengan yang lainioigk sama. Justru oleh
karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengata&bwd adat itu merupakan
unsur yang penting yang memberikan identitas kephdagsa yang
bersangkutan. Tingkatan peradaban maupun cara idepgh yang modern
ternyata tidak mampu melenyapkan adat kebiasaam yadup dalam

masyarakat paling-paling terlihat dalam proses keamazaman itu. Adat
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kebiasaan yang hidup dalam masyarakat itu jugaadespatu patokan bagi
masyarakat adat dimana kebiasaan-kebiasaan itwtumbnjadi suatu aturan
yang harus dijalankan dalam kegiatan adat. Atutaraa itulah yang menjadi
suatu hukum adat yang masih berkembang dalam nasyar

Namun sebagian besar sarjana hukum Indonesia mamgmdndah

terhadap hukum adat, karena para sarjana hukummésdo pada umumnya
lebih mengenal dan menguasai hukum Belanda dara gackum adat.
Mungkin para sarjana Indonesia terpengaruh terhgmaplangan negatif
pemerintah kolonial yang memandang rendah hukurg fadup dan berlaku
bagi rakyat Indonesia. Sehinggga dengan mendengkunh adat akan
terbayang sistem hukum yang kuno, usang dan tidakpsrna, tradisional
dan statis, yang tidak dapat mengikuti perkembarsiam moderfi? Busar
Muhammadnengatakan bahwa membuat definisi Hukum Adatutit sekali
karena :

1. Hukum Adat itu masih dalam pertumbuhan.

2. Hukum Adat secara langsung selalu membawa kitadeeplua
keadaan yang justru merupakan sifat dan pembawaamhadat
itu, ialah :

a. Tertulis dan tidak tertulis;
b. Pasti atau tidak pasti;
c. Hukum Raja, atau Hukum Rakyat, dan sebagaffya.

Van Vollenhovenmemberi pengertian kepada hukum adat sebagai

hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-paratyang dibuat oleh

¥ Merry Yono, 2006Bahan Ajar Hukum AdafH-Unib, Bengkulu, hal. 8.
¥ Iman Sudiyat, 2008sas-Asas Hukum Addtiberty, Yogyakarta, hal. 6
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pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuadaigmya yang menjadi
sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Befind

Van Vallenhovermenjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan

aturan tingkah laku positif yang di satu pihak memi sanksi disebut
hukum dan dipihak lain dalam keadaan tidak dik&dgikan disebut ad&t.

Soepomadalam karangannya berjudul : “Beberapa catatangereai

kedudukan hukum adat”, Soepomo memberi pengertidarh adat sebagai
hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-pesatulegislatif meliputi
peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak aptein oleh yang
berwajib®

Hukum adat merupakan hukum yang hidup di negarankesia, yang

memiliki jiwa, sifat, serta kepribadian sendiri, pkibadian Indonesia dan
berdasarkan Pancasila, sedang bentuknya bisagertatipun tidak tertuli.
Dalam masyarakat Indonesia terdapat tiga macanelpédrsan hukum, yaitu :

1. Persekutuan hukum genealogis, yang warganya merapuny
hubungan erat atas keturunan yang sama, dan faktarunan
(genealogis faktor) merupakan hal yang pentinglseka

2. Persekutuan hukum teritorial, yang warganya teridah suatu
daerah dan wilayah tertentu, yang faktor teritdtietitorial faktor)
merupakan hal yang penting sekali.

3. Persekutuan hukum genealogis-territorial, yangofakienealogis
maupun faktor territorial mempunyai tempat yancahef®

¥ R. Soerojo Wignjodipoero,198Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah
KemerdekaanGunung Agung, Jakarta, hal. 74.

® Ibid.,

* Ibid., hal. 76.

¥ Merry Yono,Op Cit., hal. 9.

# Soekanto, 198Meninjau Hukum Adat Indonesi€V.Rajawali, Jakarta,hal. 15.
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B. Sistem hukum adat

Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan atasalam pikiran

masyarakat Indonesia yang sudah jelas berbeda meaam pikiran

masyarakat lain (hukum Barat).Untuk dapat memahdan mengetahui

hukum adat manusia harus menyelami alam pikirang ylaidup didalam

lingkungan masyarakat. Hukum adat Indonesia menatikak-corak tertentu,

yang merupakan ciri khasnya antara lain :

1.

2.

Keagamaan ( Religius Magis ), masyarakat mempuigaak
keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Es
Kebersamaan, mempunyai sifat kebersamaan yang rkaai,sia
menurut hukum merupakan makhluk dalam ikatan kearaggtan
yang erat dan memperhatikan kepentingan sesamaotangg
keluarga, kerabat dan tetangga atas dasar tolomglomg), serta
saling membantu satu sama lain.

Serba konkret dan serba jelas, artinya hubungansgan hukum
yang dilakukan tdak tersembunyi atau samar-sanmara kata-
kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan.nyata

Visual maksudnya adalah hubungan-hubungan hukum itu
dianggap hanya terjadi jika sudah ada ikatan yamgpak.
Misalnya pemberian uang muka dalam hubungan jual be

Tidak dikodifikasi, artinya tidak dihimpun dalam atu atau
beberapa kitab undang-undang menurut sistem hudxientu.
Bersifat tradisional, artinya bersifat turun temursejak dahulu
hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatileandihormati.
Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut tégagina adanya
perkembangan zaman, perubahan keadaan tempat &an wa
Mempu menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan lyaamg
Terbuka dan sederhana, artinya dapat menerima-unsur yang
datang dari luar sepanjang unsur-unsur asingdaktbertentangan
dengan pandangan hidup kita dan ia bermanfaat kedgdupan
masyarakat serta tidak sukar untuk menerima dan
melaksanakanny#.

# Hilman Hadikusuma, 1994ukum Waris AdatCitra Aditya Bakti, Bandung,hal. 52-63.
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Namun jika unsur-unsur dari luar tersebut tidakuaedengan pikiran
masyarakat, akan dapat ditolak oleh masyarakatliets Dengan demikian
hukum adat kebiasaan yang telah terbentuk sejakldatedangkan pada sisi
lain hukum adat akan berkembang sesuai denganrpedman zaman yang
ada dalam masyarakat.

Bentuk Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwva yang pabegting dalam
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perkawindakthanya menyangkut
perempuan dan pria yang akan menjadi suami istia $atapi juga
menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudadasawa, bahkan kerabat
lainnya. Perkawinan juga bukan hanya sekedar memé&miutan kebutuhan
hidup tetapi perkawinan itu untuk membentuk kelaaygng bahagia dan
kekal serta terbentuk rumah tangga yang sehat dak gang lahir dari
keturunan yang sah.

Menurut Soebekti perkawinan adalah “pertalian yang sah antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk wgikg lama™®°

Menurut Sudarsono, tujuan perkawinan itu adalah “membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami d&mn perlu saling

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapatgen®angkan

% R.Soebekti, 198320kok-pokok dari Hukum Perdatimtermassa, Jakarta, hal. 20.
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kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahtesgantual dan
material”®*

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-matartbsuatu ikatan
antara seorang pria dengan seorang wanita sehagai sstri untuk maksud
mendapatkan keturunan dan membangun serta meméimdukan keluarga
rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubung&urhuyang menyangkut
para anggota kerabat dan pihak istri dan pihak suam

Hukum perkawinan adat adalah hukum adat yang bewukidak
tertulis dan didalamnya terdapat ketentuan mengeatl tertib/aturan
perkawinan. Tentang keabsahan perkawinan, hukum t ada
menggantungkannya pada sistem kekeluargaan yangtdieh masyarakat
hukum tempat para calon mempelai tinggal. Sebagainuiketahui bahwa
sistem penarikan garis keturunan menurut hukum daattaranya adalah
dalam bentuk patrilineal, matrilineal dan parental.

Perkawinan menurut hukum adat Lampung Saibatinuyaientuk
perkawinanpatrilineal. Pada sistem kekeluargaan yang bergftilineal
atau yang bersifat kebapakan, seorang isteri okstenia perkawinannya
adalah dilepaskan dari hubungan kekeluargaan demgarg tuanya, nenek
moyangnya, saudaranya sekandung, saudara-saudaemyau dan lain-lain

sanak keluarganya.

MenurutHilman Hadikusumdentuk perkawinan jujur ini adalah :

°! Sudarsono, 199Hukum Perkawinan NasiondRineka Cipta, hal. 9.
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Perkawinan yang dilakukan dengan pembaydigar” dari pihak pria

kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang aeanky jujur, berarti
setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kdduthya dari

keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkinya dalam

perkawinan itu untuk selama hidupnya. Dengan dit@nya uang atau
barang jujur, berarti si wanita mengikatkan dirdagoerjanjian untuk
ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta begpdag dibawa akan
tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada hukum k@&ita yang

menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentielé®eisteri berada
ditangan suami, maka isteri dengan segala perbuatlmmnya harus
berdasarkan persetujuan suami atau atas persetiprabat suami,
isteri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karemaadalah pembantu
suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, andhubungan
kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyara¥atan.

D. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yarnggater proses
meneruskan serta mengoperkan barang-barang hada dan barang-barang
yang tidak berwujud bendémmateriaele gordere)dari suatu angkatan
manusiggeneratiekepada keturunannya.

Dalam hukum waris adat berlaku suatu asas bahwygalsmhak dan
kewajiban saja yang dalam lapangan hukum harta ylkeka yang dapat
diwariskan termasuk hutang-piutang pewaris, bahwmbidéa seorang
meninggal dunia, maka seketika itu juga hak danafieannya beralih pada
ahli warisnya. Di dalam kehidupan bermasyarakdta jkita berbicara

mengenai seseorang yang meninggal dunia, maka pkaran kita akan

73.

°> Hilman Hadikusuma, 199ukum Perkawinan AdaCitra Aditya Bakti, Bandung, hal.

> Soepomo,1998Bab-bab Tentang Hukum Ad#&radnya Paramitha, Jakarta, hal. 67.

26



menuju kepada permasalahan pewarisan. Dalam huklatnnaengenal tiga
sistem pewarisan, yaitu :
1. Sistem pewarisan individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimilgecara
perorangan dengan “hak milik”, berarti setiap waserhak memakai,
mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentkailsnnya,
terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan ki@mitu disebut
“kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yangnlyak berlaku di
kalangan masyarakat yang parental.

Kebaikan dari sistem ini adalah bahwa dengan pleanilisecara
pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai demiliki harta
warisan bagaimana untuk dipergunakan sebagai rietlalupannya yang
lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota glnya yang lain.
Sedangkan kelemahannya adalah pecahnya harta mvardan
merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibadtinya hasrat
ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan memeghtn diri sendiri.

2. Sistem pewarisan kolektif

Apabila para waris mendapatkan harta peninggalag gaerima

mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yaak terbagi-bagi

secara perorangan, maka kewarisan demikian itubulis&ewarisan

* Hilman Hadikusuma, 199Rengatar IImu Hukum Adat IndonesMandar Maju, Bandung,
hal. 213.
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kolektif.>> Menurut kewarisan kolektif ini para ahli waris ald boleh

memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkdiperbolehkan

untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan matiikasilnya.

Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadaga peninggalan
leluhur disebut “harta pusaka”, berupa sebidangitagian atau barang
pusaka. Di Ambon seperti tanah dati yang diuru$ ddepala dati, dan
diminahasa terhadap tanah kala kerun yang diku@shi Tua Uternak,
yang mana dimasa sekarang sudah dapat ditransaksi&a persetujuan
anggota kerabatnya.

Kebaikan dari sistem ini masih nampak apabila furgsta
kekayaan diperuntukkan bagi kelangsungan hidupakgu besar untuk
sekarang dan yang akan datang masih tetap berfmoaig-menolong di
antara sesama di bawah pimpinan kepala kerabataderasa penuh
tanggung jawab masih tetap terpelihara, dibina défembangkan.
Sedangkan kelemahan sistem ini adalah menumbulakarberpikir yang
terlalu sempit, karena tidak selamanya suatu kéerabampunyai
kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitabidkgan yang
semakin meluas bagi para anggota kerabat, makasetisakawan, serta
kerabat bertambah luntur.

3. Sistem pewarisan mayorat

% |bid.,hal. 212.

28



Apabila harta warisan yang tidak dapat dibagi-bdgn hanya
dikuasai oleh anak tertua, yang berarti hak pakak mengolah dan
memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh analatdengan hak dan
kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yara dan wanita
sampai mereka dapat berdiri sendfirBistem kewarisan mayorat ini ada
dua yaitu :

1) Mayorat laki-laki yaitu anak laki-laki sulung meralan anak
laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal duatéu anak
laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal. Daedah
lampung beradat perpaduan seluruh harta peninggalan
dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “anak
punyimbang”.

2) Mayorat perempuan yaitu anak perempuan tertua gada
pewaris meninggal dunia merupakan ahli waris tuhgDa
daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh hartaggalan
dikuasai oleh anak wanita yang disebut “tunggu rngbi
(penunggu harta) yang didampingi “paying jurdt”.

E. Ahli Waris Dalam Hukum Adat
Ahli waris dalam sistem hukum waris adat adalalagabberikut :
1. Anak kandung

Anak kandung yang merupakan keturunan dari pewagisipakan
golongan ahli waris yang terpenting. Hal ini dikzakan pada hakekatnya
anak merupakan satu-satunya golongan ahli warig yaama, sebab-

sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi afdris jika pewaris

memiliki keturunan.

% |bid..
7 hid..
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Soejono Wignjodipoeranengemukakan bahwa :

Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal wansarupakan
golongan ahli waris yang terpenting oleh karena ekeerpada
hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahlis,waebab
lain-lain anggota keluarga, tidak menjadi ahli wagpabila si
peninggal warisan meninggalkan anak-artak.

Meskipun anak kandung merupakan ahli waris yanmataramun
di beberapa daerah terdapat perbedaan hukum wang Yerlaku
mengenai anak sebagai ahli waris dari orang tuadgh.ini ditegaskan
olehHilman Hadikusumabahwa :

Di beberapa daerah terdapat hukum waris adat yaertaki

mengenai kedudukan anak sebagai pewaris dari oraagya.

Disamping itu terdapat pula perbedaan antara aakikidki dan

perempuan dalam pewarisan atau juga anak sulurdy, @mgah,

anak bungsu, dan anak pengkalan. Tetapi betapagrbedaannya

namun pada umumnya di Indonesia ini menanut adeduargaan

dan kerukunan dalam pewaris&n.

Perbedaan kedudukan anak sebagai ahli waris drdggbeaerah

disebabkan garis kekeluargaan dari masyarakat gargangkutan, yaitu

sifat keibuan rhatrilineal), sifat kebapakanpétrilineal) dan sifat keibu-

bapakangarenta).

2. Anak tiri

Anak tiri merupakan anak bawaan ke dalam suatuapenan ke

dua kalinya dari wanita atau pria dan kedudukansghagai anak

*® Soejono Wignjodipoero, 199%engantar dan Asas-Asas Hukum Adatinung Agung,

Jakarta. Hal. 228.
% Hilman Hadikusuma, 1983jukum Waris AdatAlumni, Bandung. Hal. 77.
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kandung dari pria atau wanita tersebut. Dalam ckgkan sehari-hari
anak tiri dapat ikut menikmati kesejahteraan rutaaigga bersama bapak
tiri dan ibu kandungnya atau sebaliknya dengan araushudara tirinya.
Hal ini disebabkan dalamdurisprudensi Landraan Purworefanggal 14
Agustus 1937, disebutkan bahwa : “Anak tiri tidedehak atas warisan
bapak tirinya, tetapi ia ikut mendapat penghasilan bagian dari harta
peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibndikagnya sebagai
100

nafkah janda”.

3. Anak angkat

Dalam masyarakat adat Indonesia terdapat kebiakaakeluarga
yang telah lama kawin dan tidak dianugerahi ana&ngangkat anak
saudara dengan harapan nantinya akan dianugegdi an

Bagi suami isteri yang beragama Islam yang telahggenakan
anak orang lain sebagai keluarganya sendiri, teidpk memutuskan
pertalian darah anak angkat terhadap orang tuaukgnga. Di berbagai
daerah di Indonesia dalam lingkungan hukum addtidekan dari anak
angkat berbeda antara daerah yang satu dengar daeg lain. Di suatu
daerah ada yang mendudukan anak angkat tersebappai yang kuat,

artinya anak angkat itu mewarisi dari orang tuskatmgya.

1% Hilman HadikusumaQp. Cit.,Hal. 87.
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Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dark i anak
lelaki sebagai penerus keturunan dilingkungan nragga partilineal atau
tidak ada anak perempuan penerus keturunan dilirggiu masyarakat
matrilineal, maka diangkatlah kemenakbertali darah Di karenakan
adat perkawinan setempat seperti berlaku didaemafpling antara wanita
Lampung dengan orang luar daerah di dalam perkawmamasukan
menantu(ngurukken mengiyanymaka di angkatlah simenantu menjadi
anak angkat dari salah satu kepala keluarga andgosdoat, sehingga si
suami menjadanak adatdalam hubungahertali darah”.***

Mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum warmatda
dilihat dari latar belakang atau sebab terjadimekaangkat tersebut. Pada
umumnya pengangkatan anak dilakukan karena aldasara sebagai
berikut :

Tidak mempunyai keturunan

Tidak ada penerus keturunan
Menurut adat perkawinan setempat
Hubungan baik dan tali persaudaraan

Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan
Kebutuhan tenaga kerj&

~poooT®

4, Anak tidak sah atau anak luar kawin

%% |pid. Hal. 89.
192 1hid..
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MenurutHilman Hadikusumaanak dinyatakan sebagai anak tidak
sah, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1) Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan.
2) Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lamasilenminya
3) Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawsaadm
4) Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengamg
lain
Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa
ayahnya®
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 16iitang
Perkawinan, menyatakan bahwa “anak tidak sah atauKawin hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan gellgnnya”.
5. Janda atau duda
Janda atau duda dalam kewarisan adat sangat d#entieh
bentuk perkawinan yang mereka pakai. Untuk lebitasjgya akan
diuraikan lebih lanjut tentang kedudukan janda/dhdedasarkan bentuk
perkawinannya, yaitu :
a. Janda/duda dalam sistem patrilineal
Dalam sistem patrilineal bentuk perkawinan yangintaz
dipakai adalah bentuk perkawinan jujur, maka kekaasterhadap
harta kekayaan berada dipihak suami. Berkaitan atemgi Hilman

Hadisukuma menyatakan bahwa :

Janda di daerah Batak, Lampung dan Bali dalam kentu
perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminyaptet
berkedudukan di tempat kerabat suami, ia tetap akerh

193 |hid. Hal. 78.
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menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suamawguin
ia bukan waris dari suaminy&’

b. Janda/duda dalam sistem matrilineal

Dalam sistem matrilineal, duda tidak mempunyai keis
dari kekayaan isterinya yang meninggal dunia, karén bukan
merupakan orang yang berasal dari kelompok darakpifsteri,
melainkan orang lain dibawa masuk ke dalam keluestga.

Dalam hal ini Soerojo Wignjodipoeromenyatakan tentang
kedudukan janda/dua ini sebagai berikut :

Di daerah Minangkabau misalnya yang masyarakatnya

menganut susunan kekeluargaan matriarchaat apghilg

wafat itu seorang suami maka ank-anaknya tidak padsan
ahli waris dari harta pencarianya, sebab anak-aitak
merupakan warga anggota famili ibunya, sedangkgmalba
tidak; bapaknya tetap merupakan warga familinyaise®leh
karena itu, maka harta pencariannya tidak olehazaushudara
suami pada hakekatnya tidak diwaris oleh anak-aregketapi
diwarisi oleh saudara-saudara sekandundfiya.

Dalam masyarakat yang menggunakan sistem mattilideda
tidak memiliki hak atas harta peninggalan isterifgecuali harta
pencarian bersama, maka harta pencaharian tersibagi antara
suami dan isteri. Jika isterinya meninggal, makdah@encaharian

dibagi menjadi dua yaitu sebagaian untuk isteripgag diwariskan

kepada anak-anaknya dan sebagian lagi adalah snéukinya.

% |bid. Hal. 94.
1% 50erojo WignjodipoerdQp. Cit.,Hal. 182.
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c. Janda atau duda dalam sistem parental
Dalam hukum adat Jawa, janda dan duda bukanlahwetnls
dari suami atau isteri yang meninggal. Namun masiaging mereka
berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalamisatau isteri
bersama-sama dengan ahli waris lainnya, apabileapéman mereka
terdapat keturunan maka janda perkawinan berhakguasai dan
menikmati, mengatur dan membagi harta warisan kepadaris.
6. Para ahli waris lainnya
Dalam hukum adat anak-anak dari sipeninggal wanmsarupakan
golongan ahli waris yang terpenting oleh karenaskepada hakekatnya
merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebabldin anggota
keluarga, tidak menjadi ahli waris, apabila sipggel warisan
meninggalkan anak-anak, jadi dengan adanya andk-amaka
kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari sipggat warisan untuk
menjadi ahli waris menjadi tertutup™
Ahli waris lainnya baru memperoleh haknya apabilang yang
meninggal dunia tidak memiliki ahli waris utama.nfang masalah ini
dilihat pula garis keturunan yang berlaku dalamyaeskat tersebut. Hal
ini dikemukakan olefdilman Hadikusumgang mengemukakan bahwa:
Di lingkungan masyarakat bergaris kebapakan sudks jpahwa

jalur waris adalah anak-anak laki-laki ke bawaka fidak ada anak
laki-laki maka anak perempuan yang ada yang dajeatiican laki-

1% gperojo WignjodipoerdQp. Cit.,Hal. 182.
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laki atau dengan mengambil laik-laki lain untuk ketan
mendapatkan keturunan laki-laki, jika tidak adadseia-saudara
pewaris yang terdapat atau yang jauh sesuai depegjanufakatan
kekerabatan. Segala sesuatu yang menyangkut pawanisdiatur
dan diawasi oleh anak laki-laki sebagaimana didekmrapung oleh
anak lelaki tertua dari keturunan tertua yang dispbnyimbundDi
lingkungan masyarakat yang bergaris keibuan daaarygng
menjadi ahli waris adalah kaum wanita anak-anak itaadan
keturunan wanitanya. Dan jika tidak ada anak petemp maka
anak-anak laki-laki dapat juga dijadikan wanitauataengangkat
anak wanita dari sudara-sudara terdekat. Segalsolpar yang
menyangkut pewaris di atur dan diawasi oleh parsandara lelaki
dari ibunya yang di Minangkabau disebut mamak kapadris atau
didaerah Semendo diselpayung juraiDi lingkungan sebagaimana
yang bergaris kebapak-ibuan, di mana sistem peavarizukan
kolektip melainkan individual sebagaimana berlakuirdgkungan
masyarakat Jawa dan beberapa daerah lainnya yangdnahli
waris adalah tidak saja kaum pria, tetapi juga kaamita yang ada
hubungan pertalian darah dan kekeluargaan dengearige®’

Ahli waris lain baru berhak atas harta peninggakgmabila yang
meninggal itu tidak mempunyai anak. Dalam Yurisgnsl, putusafRaad
van Justisitanggal 16 Desember 1938 dal&ndisch Tijdscrif van Her
Recht150 halaman 239, dinyatakan bahwa dengan mempemhadanya
peraturan penggantian waris, maka ketentuan tersebus dibaca dan
diartikan, bahwa:

Apabila seorang anak lebih dahulu meninggal dunzai i
peninggal warisan dan anak tersebut meninggalkak-anak,
maka cucu dari sipeninggal warisan ini menggantikamg tuanya,
mereka bersama-sama berhak atas bagian dari hemtaggalan
kakek nenek mereka.

% Hilman HadikusumaQp. Cit.,Hal. 102.
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F. Tinjauan tentang Hukum Waris Islam
1. Pengertian waris

Masalah kewarisan pasti akan dialami oleh setiapusia, karena
setiap terjadi peristiwva kematian seseorang segienaul beberapa
pertanyaan, bagaimana harta peninggalannya hapeslakukan dan
kepada siapa harta itu dipindahkan serta bagairoareapembagiannya.
Inilah yang diatur dalam hukum kewarisan IsifKata waris berasal
dari bahasa Aramiras Bentuk jamaknya adalainawaris yang berarti
harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikepada ahli
warisnya:’®

Hukum kewarisan islam (seperti telah disebut juigauka) adalah
hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkerameyard peralihan
hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan segsematelah ia
meninggal dunia kepada ahli warisry.

Menurut ketentuarPasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam
hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur terpangndahan hak
pemilikan harta peninggalanirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagianmaging-masing***

% Taufigurahman, 1996Hukum Islam Bahan Kuliah, Fakultas Hukum UNIB, tidak
dipublikasikan. Hal. 7.

1% Dian Khairul Umam, 199%igh Mawaris Pustaka Setia, Bandung. Hal. 11.

1% Mohammad Daud Ali, 2007Hukum IslamRaja Grafindo Persana, Jakarta.hal 313

"' nstruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kitasi Hukum Islam (selanjutnya
disebut KHI). Pasal 171 huruf a.
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Sedemikian penting masalah kewarisan dalam hukulamls
sehingga Nabi Muhammad Saw., mengajarkan kepaddanyanaintuk
mempelajari hukum kewarisan sebagaimana sabdaubgdiag artinya
sebagai berikut : “Pelajarilalraraidl dan ajarkanlah kepada orang
banyak, karena faraidl adalah separoh ilmu dan mutlapakan serta
merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umafkR. Ibnu Majah
dan Addaruquthni}*?

Berdasarkan hadist di atas, dapat ditarik suatgqréan bahwa
yang dimaksud hukum kewarisan Islam adalah ketaryaag mengatur
tentang siapa yang menjadi pewaris, ahli warisageeibesar bagian harta
waris dan kapan terjadi pembagian harta waris,geetrana telah diatur

dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul serta ijtihad péramri.

Sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam
Islam
Hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah rggalndunia
menurut Al-Qur'an, hadist Rasulullah, d&wompilass Hukum Islam,
ditemukan tiga penyebab, yaitu (1) hubungan keletgab (nasab), (2)
hubungan perkawinan, dan (3) hubungan walakKetiga bentuk
hubungan itu adalah sebagai berikut :

a. Hubungan Kekerabatan

112
113

Taufiqurahmanl.oc. Cit.,
Ibid.
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Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungaab
ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adaryangan
darah dapat diketahui pada saat adanya kelahikensdorang
anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyaiuhgan
kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidddpat
diingkari oleh siapapun karena setiap anak yangy ldari
rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabs¢gara
alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang
melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungatara ibu
dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengatalak
yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat ktikkan
secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebéiu s
melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlakugnitra si
anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan
kelahirannyd* Hubungan kekerabatan antara anak dengan
ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sadraaitiu
dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkdal).ini
diketahui melalui Hadist Rasulullah yang diriwayatkoleh
Bukhari dan Muslim bahwa seorang anak dihubunglega#a
laki-laki yang secara sah menggauli ibunya.

Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antaraeibgad
anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan
ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekeralataatas,
yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, ke hdweplda
anak beserta keturunannya, dan hubungan kekerabkaan
samping, kepada saudara beserta keturunannya. ubamdan
kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktu
kekerabatan yang tergolong ahli waris bila sesepran
meninggal dunia dan meninggalkan harta warts&Rubungan
kerabat tersebut, bila dianalisis pengelompokamseyagai ahli
waris, perlu diungkapkan pendapat Hazairin yang
mengelompokkannya ke dalam 3 (tiga) kelompok aldrisy
yaitu (1) dzawul faraid (2) dzawul garabatdan (3)mawali
Demikian pula pendapat ahli sunnah yang

% Abdul Rahman, 1992Kompilasi Hukum Islam Di IndonesigAkademika Presindo,

Jakarta. Hal. 157.

15 Umar Syihab, 1988Hukum Kewarsan Islam dan Pelaksanaannya di Whjsertasi
Doktor Universitas Hasanudin, Makasar. Hal. 84.

118 Zainudin Ali, 2006 Hukum Perdata IslanSinar Grafika, Jakarta. Hal. 112.
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mengelompokkannya menjadi 3 (tiga) kelompok ahlrisya
yaitu (1)dzawul faraid (2) ‘ashabah dan (3)dzawul arhant*’

b. Hubungan Perkawinan
Kalau hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengduarh
kewarisan Islam, berarti huhungan perkawinan yaay§ s
menurut hukum Islam. Apabila seorang suami menindga
meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda it
termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebalikfya.

c. Hubungan memerdekakan budak (hubungatak).**° Artinya
ada seseorang telah memerdekakan seorang budak dari
majikannya, maka secara serta merta antara budag ya
dibebaskan dan yang membebaskan mempunyai tali
persaudaraan dan mempunyai hak kewarisan.

3. Unsur-unsur Hukum Kewarisan Islam di Indonesia
MenurutZainudin Ali,ada tiga unsur yang perlu dalam pelaksanaan
hukum kewarisan Islam di Indonesia, sebagai berikut

a.Pewaris
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya
beragama Islam, meninggalkan harta warisan danvwadris
yang masih hidup. Istilah pewaris secara khususitéten
dengan suatu proses pengalihan hak atas hartaedaorang
yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yeegjh
hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalih&knya
kepada keluarganya tidak dapat disebut pewariskimes
pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kamaya.

b. Harta Warisan
Harta warisan adalah harta bawaan ditambah deragiarb
dari harta bersama sesudah digunakan keperluanripewa
selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan
jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

c.Ahli Waris
Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena
hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan peg@@win

" Ibid
¥ Umar ZihabOp.Cit. Hal. 85.
% sajuti Thalib, 2004Hukum Kewarisan Islam Indonesiginar Grafika, Jakarta. Hal.71.
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(nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidddalizng
karena hukum untuk menjadi ahli waris.

1) Ahli Waris Kerabat (Nasab);

a) Anak;

b) Ibu Bapak;

C) Saudara; dan

d) Ahli Waris Pengganti (Mawali)
2) Ahli waris dari adanya ikatan perkawin#f.

4. Asas-asas hukum kewarisan Islam
MenurutZainudin Ali,ada 5 (lima) unsur hukum kewarisan Islam,
yaitu : (1) ijbari, (2) bilateral, (3) individua{4) keadilan berimbang, dan
(5) akibat kematiar!

a. Asas ljbari
Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewaridslam
mengandung arti bahwa pengalihan harta dari sesgg@ng
meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan
sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantandiepada
kehendak pewaris atau ahli warisnya.

b. Asas Bilateral
Asas bilateral dalam hukum kewarisan beragseorang
menerima hak atau bagian warisan dari kedua bethethk;pdari
kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keataru
perempuan.

c. Asas Individual
Asas individual dalam hukum kewarisan Islaerati harta
warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris unturkiliki
secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaammseyaruh
harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu ykemudian
dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak nreaaya
menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karenabita
setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatappa
terikat kepada ahli waris yang lain berarti memginy
kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan Keavaji

120 Zainudin Ali, Op.Cit. Hal. 113-114.
21 |bid. Hal. 121-126.

41



(ahliyat al-adg. Asas keindividualan hukum kewarisan Islam
diperoleh dari analisis garis hukum Al-Qur'an meraye
pembagian harta warisan. Sebagai contoh, garisnmufurah
An-Nisaa’ (4) ayat 7 dijelaskan bahwa anak laki-laktuk
menerima warisan dari orang tua atau keluarga dgkat
Demikian juga halnya dengan perempuan berhak nmeaeri
harta warisan orang tuanya dan/atau kerabatnya deadikit
maupun banyak. Bagian mereka (masing-masing) meyapun
rincian tertentu.

. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisam berarti
keseimbangan antara hak yang diperoleh denganlkapetan
kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkatadn ad
banyak disebut dalam Al-Qur'an yang kedudukannyayata
penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum
kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama Islam,ileeadu
adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakanusia.
Asas keadilan keseimbangan antara hak dan kewajgirdara
hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban hiangs
ditunaikannya. Sebagai contoh, laki-laki dan peneanp
mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang
dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluargan d
masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, hartanggalan
yang diterima oleh ahli waris dari pewaris padaiketkya
adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap
keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diteriolah
masing-masing ahli waris berimbang dengan kewajiatu
tanggung jawab terhadap keluarganya.

. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisdamisberarti
kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, keavaada
sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oledn&aitu,
pengalihan harta seseorang kepada orang lain yessipud
kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyaia hin
meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseotalads dapat
beralih kepada orang lain sementara orang yang nneyap
harta itu masih hidup. Demikian juga, segala beptrkgalihan
harta seseorang yang masih hidup kepada orangbkik
secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kamud
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sesudah meninggalnya, tidak termasuk kedalam katego
kewarisan menurut hukum Islam.

Factur Rahman menyatakan pembagian harta pusakeasstam
merupakan keharusan karena ditunjuk digsh-Nashyangsharih dan
jika tidak mengindahkan akan menghadapi ultimatuekekannya di
neraka sebagaimana tercantum dalam Al-Quran guraisa’ 4 ayat 14
yang artinya : dan barang siapa yang mendurkahAlen RasulNya dan
melanggar ketentuanNya tentu Allah memasukan kandaleraka kekal

di dalamnya dan mendapatkan siksa yang menghirtakan.

5. Ahli Waris menurut hukum Islam
Apabila seorang mati dan padanya mempunyai hatakalharta
warisan, maka harta itu wajib dibagi menurut pendragang telah diatur
oleh Islam. Dan harta itu dinamak@rirkah” , artinya harta pusaka, harta
warisan harta peninggalaff Akan tetapi sebelum hartanya dibagi kepada
para ahli warisnya, terlebih dahulu harus disekasaurusan-urusan yang
ada hubungannya dengan harta warisan dan si jait;

a) Biaya-biaya penguburan;

122

hal.86

123

Ahmad Muslih, 2005Aktualisasi Syariat Islam Secara Komprehenblitra, Bengkulu

M Mizan Asrori Zain Muhammad, 198Pembagian Pusaka Dalam Islafina limu,
Surabaya, Hal..3

43



b) Membayar hutangnya apabila ia mempunyai hutang deepa
seseorang

c) Melaksanakan wasiat yang tidak lebih dari sepettagéa warisan,
dan bukan wasiat kepada ahli waris yang berhak nmeaeharta
warisan, karena mereka sudah menerima harta waysag
ditinggalkan'*

Setelah urusan-urusan tersebut di atas diselesaikaka harta
warisan tersebut dapat dibagi kepada para ahlismgai Pada dasarnya
seseorang memperoleh pembagian harta warisan bisebaleh hal-hal
berikut ini :

a) Memperoleh pembagian harta warisan yang disebabkan
oleh nazab/keturunan, seperti : anak, bapak, @igt, dan sebaginya,;

b) Memperoleh pembagian harta warisan karena adanya
perkawinan, seperti seorang suami atau seorang ysteg mewaris
dari suami atau isterinya, meskipun belum dukhoifmar;

C) Memperoleh pembagian harta warisan karavalak”

, yaitu orang yang memerdekakan budak.

Menurut M. Mizan Asrori Zain Muhammadahli waris yang
berhak menerima harta warisan ada 25 orang, yangrdlg dari pihak
laki-laki, dan yang 10 orang lagi dari pihak peremp?®> Adapun ke lima
belas orang yang dari pihak laki-laki tersebut alkal

a) Anak laki-laki;

b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki;
c) Bapak;

2% |pid, Hal. 3-5.
125 |bid, Hal. 9.
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Kakek dari bapak;
Saudara laki-laki sekandung;
Saudara laki-laki sebapak;
Saudara laki-laki seibu;
Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
Paman/saudara laki-laki ayah kandung;
Paman/saudara laki-laki ayah sebapak;
Anak laki-laki paman sekandung;
. Anak laki-laki paman sebapak;
Suami;
Laki-laki yang memerdekakan budak.

oS53 T XTToTQ@ o

Jika kelima belas orang itu semuanya masih hidugkamyang
tetap mendapat pembagian harta warisan hanyalalotang, yaitu : 1)
anak laki-laki, 2) bapak, dan 3) suami. Sedangkasejpuluh orang dari
pihak perempuan yang berhak mewaris harta wariskala sebagai
berikut :

a) Anak perempuan;

b) Cucu permpuan dari anak laki-laki;

c) Ibu;

d) Nenek dari pihak bapak;

e) Nenek dari pihak ibu;

f) Saudara perempuan kandung;

g) Saudara perempuan sebapak;

h) Saudara perempuan seibu;

i) Isteri;

j) Perempuan yang memerdekakan budak.

Jika kesepuluh orang itu semuanya masih hidup, rjakg tetap
mendapat pembagian harta warisan hanyalah limagosaitu : 1) anak

perempuan, 2) cucu perempuan, 3) ibu, 4) saudasmpeian kandung,

126 |hid, Hal.11.
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dan 5) isteri. Akan tetapi apabila kedua puluh liovang yang berhak
menerima warisan tersebut kesemuanya masih bersama-hidup, maka

yang berhak menerima pembagian harta warisan adalah

1) Suami/isteri pewaris;
2) Anak laki-laki;

3) Anak perempuan;
4) Bapak;

5) Ibu.t?’

6. Hal-hal yang menghalangi warisan
Di dalam ketentuan hukum Islam ada orang-orang yahak
diperbolehkan mendapat harta warisan dari pewaka pewaris
meninggal dunia. Orang-orang yang tidak berhak mead warisan
tersebut adalat?®

a. Al-Qatil atau membunuh orang yang akan mewariskan
Apabila ada orang yang berhak menerima waris, itetapg itu
membunuh orang yang akan mewariskan, misalnya adl yang
tidak sabar menanti warisan ayahnya, sehingga ianbueuh
ayahnya, maka anak tersebut tidak berhak mengamisiaka
ayahnya. Dalilnya, Abu HurairatRadhiyallahu ‘anhu berkata,

Rasulullah Saw., bersabda, yang Artinya : “Tidhklseorang

7 |bid, Hal.12
128 Ystadz Aunur Rofiq bin Ghufrortiak Waris http://almanhaj.or.id Jum'at, 9 agustus

2013.
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pembunuh berhak mewarisi harta orang yang diburathipR.
Tirmidzi, Ibnu Majah).

Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahirlah unakagmng
sangat masyhur di kalangan fugaha yang sekaligadikihin sebagai
kaidah : Siapa yang menyegerakan agar mendapat&snats
sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan baggan

Demikian juga, misalnya pembunuhan yang disebakkagna
mengobati atau semisalnya, maka tidaklah menghala@ng itu
untuk mendapatkan harta waris, selagi dia diizinkatak mengobati
dan berhati-hati”.

Ada perbedaan di kalangan fugaha tentang penerjaras

pembunuhan, adapun perbedaan tersebut adalah :

1) Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapa
menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembonuha

yang wajib membayar kafarat.

2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhag ya
disengaja atau yang direncanakan yang dapat meagdgug
hak waris.

3) Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan
segala cara dan macamnya tetap menjadi penggudur ha

waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian paddand

pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya

membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksa
gishash atau hukuman mati pada umumnya.

4) Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang

dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalahpsietmas
pembunuhan yang mengharuskan pelakunyajistiash

47



membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain idakt
tergolong sebagai penggugur hak wafis.

b. lkhtilaffud dinatau berlainan agama dan murtad

Murtad ¢iddah) menurut bahasa artinya kembali pada
keadaan jahiliah yang mana merupakan suatu perbkatar yang
sangat keji dan menghapus semua amal jika dilakté@s menerus
sampai mati. Menurutloghat, riddah artinya berpaling atau
menyimpang. Sedangkan menurut syar@dah adalah seorang
mukallaf yang memutuskan ke-Islamanya melalui kyfang mana
perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dagernth°

Namun, kemurtadan seseorang tidak berlaku terhadap
seseorang yang tidak dibebani hukum. Artinya, jeaxbuatan ini
dilakukan oleh seseorang yang hilang ingatan, &kt gila, orang
mabuk dan anak kecil, maka seseorang tersebutdmjadt dikatakan
keluar dari agama Islam (murtad).

Hal ini juga diperkuat oleh hadist Rasulullah Sawang
artinya lebih kurang : “Diangkat (dibebaskan) dgmedndahkan dan

larangan, kepada tiga orang yaitu orang tidur sargdangun,

129 Ahmad SarwatOrang yang gugur mendapatkan warisdritp://www.google.com29
November 2013 at 09:05.35.
30 Zainuddin, 1994Terjemahan Fat-Hul Mu'inSinar Baru Algesindo, Bandung. Hal.1548.
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orang gila sampai ia sehat, anak-anak sampai iasEEwWH.R. Abu
Daud).

Murtad atau keluar dari agama Islam menjadikancsasg
tersebut meninggalkan kebenaran-kebenaran ajal@m $an tidak
lagi menjalankan tauhit agamanya. Unsur ketahuhitianadalah
bahwa seseorang tersebut tidak mencari Tuhan sal&h, yang
artinya menolak Tuhan buatan manusia seperti leerhang
disembah oleh manusia. Firman Allah Swt., dalanatséil- An’aam
ayat (164) yang artinya lebih kurang :

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan seldiahA

padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. i@eldah

seorang membuat dosa melainkan kemudharatannyaakemb
kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdas& takan
memikul dosa orang latfl. Kemudian kepada Tuhanmulah
kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamuwapg
kamu perselisihkan."”

Dengan demikian jika seseorang tersebut hanyalatyakei
Allah sebagai Tuhannya dan bukanlah berhala-beradtan para
manusia bumi, maka niscaya seseorang tersebut lahngarcaya
adanya kekuasaan tidak lain adalah kekuasaan 8dah

Adapun perbuatan yang dapat digolongkan sebagaugtn

murtad adalah :

a) Murtad dengan perbuatan

1 Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanydisesendiri.
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b)

Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan telah mhurta
(riddah) jika ia menganggap ketentuan Allah merupakanagasu
ketentuan yang salah atau tidak benar. Artinyacsasg tersebut
menyatakan bahwa ketentuan Allah yang telah dikgatdaram
tersebut dinyatakan halal untuk dilakukan. Misajngaenurut
ketentuan Islam bahwa setiap pemeluk agaram Isibaraikan
untuk menyembah berhala buatan manusia, namupgitauatan
tersebut dilakukan oleh seseorang muslim atau mahli maka
ia tergolong orang yang murtad dengan perbuatan.

Murtad dengan ucapan

Dalam hal ini murtad dengan ucapan adalah jika
seseorang yang telah mengucapkan dengan mulutngaideta
atau kalimat yang menunjukkan kekafiran. Misalmy@da Tuhan
selain Allah, bahwa Allah itu beranak dan diperamakdan
sebagainya.

Murtadnya seseorang juga berlaku terhadap ucapan-
ucapan kufur yang dianggapnya suatu hal gurauan lzaya
sebagai candaan dan walaupun tanpa niat sekalifatapi
dirasakannya bukanlah sesuatu hal kebodohan, ganjseg hal
itu dilakukannya oleh atau dengan maksud menghitzu a

menentang, apalagi disertai niat.
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Hal ini diperkuat dengan firman Allah Swt., dalaoragt
At-Taubah ayat (12) yang artinya lebih kurang :
Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah merek
berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka
perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang Kkafir itu,
karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang
(yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supageeka
berhenti.
Murtad dengan keyakinan
Dalam hal ini adanya keyakinan yang tidak sesuagae
keyakinan Islam. misalnya, keyakinan bahwa Nabi &unmad
itu bukanlah Nabi yang terakhir sesuai apa yarghtditentukan
oleh Al-Qur'an. Atau meyakini bahwa Al-Quran ituemupakan

bukannya datang dari Allah melainkan hanyalah lgaanpara

manusia saja.
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BAB Il

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Pekon Negara Saibatin

Masyarkat Lampung terdiri dari dua masyarkat gdét masyarkat adat
Lampung Saibatin dan masyarakat Lampung Pepadug, yena juga dikenal
dalam istilah di Lampung ialaBang Bumi Ruwa Jurayang artinya sebuah
rumah tangga dari dua garis keturunan, masing-masielahirkan masyarakat
beradat pepadun dan masyarakat beradat saibatpertiSalikatakan tadi
masyarakat adat Lampung terbagi dua, yaitu masgaeadat Lampung Pepadun

dan masyarakat adat Lampung Saibatin.

Masyarakat beradat Pepadun terdiri dari: Pertantayng Siwo Mego
(Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Bek, Selagai, Nyerupa).
Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Katah Seputih Timur,

Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung SdarTerbanggi.

Kedua, Mego Pak Tulangbawang (Puyang Umpu, PuyargnBPuyang
Aji, Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulangbawang memdempat wilayah

adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.
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Ketiga, Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau USlkanyarakat,
Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak damitulu atau Suku
Bukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan vafapdat: Tanjungkarang,
Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padaaty, Gedungtataan, dan

Pugung.

Keempat, Sungkay-WayKanan Buay Lima (Pemuka, BahB8gmenguk,
Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja ngjaJungur). Masyarakat
Sungkay-WayKanan mendiami sembilan wilayah adageleBesar, Ketapang,
Pakuan Ratu, Sungkay, Bunga Mayang, BelambangaruUBwsradatu, Bahuga,

dan Kasui.

Sedangkan masyarakat beradat Saibatin terdiri Bartama, Peminggir
Paksi Pak (Ratu Tundunan, Ratu Belunguh, Ratu Nygerlatu Bejalan di Way).
Kedua, Komering-Kayuagung, yang sekarang termasubpifsi Sumatera
Selatan. Masyarakat Peminggir mendiami sebelag/ahladat: Kalianda, Teluk
Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, TgalBadang, Peringsewu,
Kota Agung, Semangka, Belalau, Liwa, dan Ranau. duarg Saibatin juga

dinamai Peminggir karena mereka berada di pingmitg barat dan selatan.
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Sebagian dari penduduk yang berasal dari Liwa Lag@arat pindah
menuju Lampung Selatan (sekarang Tanggamus) kemuadieendirikan
perkampungan yang terdiri dari beberapa kampung p&kon, salah satunya
adalah pekon Negara Batin. (berdasarkan penjetasatoa kampung).

Adanya beberapa Kampung atau pekon dalam wilayghmaka warga
pekon Negara Saibatin mengusulkan dibentuknya seixga. Usulan tersebut
diterima oleh pekon-pekon yang lain diantaranydaddpekon Kenyangan, pekon
Belu, pekon kandang Besi. Dikarenakan yang mengasybembentukan marga
berasal dari warga pekon, maka disepakati namardaga mereka adalah Marga
Negara Batin. Masyarakat adat Lampung Saibatin pastumnya bekerja
dibidang pertanian, bercocok tanam dan berdaganmgn&awilayah yang
ditempati masyarakat adat Lampung Saibatin merupakayah bercocok tanam
yaitu wilayah perbukitan dan pegunungan khususmyzekion patoman. Jumlah
penduduk di pekon patoman 1.001 Kk yang tediri 8872 jiwa, jumlah laki-
laki 1686 jiwa dan perempuan 2.186 jiwa.

Secara administratif pada tahun 1971 salah satuonpeRaibatin
dimekarkan menjadi dua, salah satunya dinamakanaBaasin. Asal kata
Banjarmasin diambil dari nama rumah adat yang tekleli Liwa Kabupaten

Lampung Barat.

132sumber : Data di kecamatan Pagelaran, 4 september 2013
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B. Struktur Kekerabatan dan Peranan Adat Lampung Pesig

Masyarakat Lampung mempunyai sifat-sifat piil-peggn, julukadok,
nemui nyimah, nengah nyampur, sakai-sambaian.-Sfttdi atas dilambangkan
dengan “lima kembang penghias sigor’ pada lambaogifsi Lampung. Sifat
hidup ini merupakan acuan masyarakat untuk bersfauka dan memiliki rasa
solidaritas yang tinggi baik dengan sesama kelonmpalpun dengan masyarakat
lainnya, keadaan tersebut juga didukung denganraksan bahasa Lampung
sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam pe&gaadat tradisional
Lampung.

Masyarakat Lampung mempunyai falsafah Sang BumiaRiwvai artinya
sebuah rumah tangga dari dua garis keturunan, giasasing melahirkan
masyarakat beradat Lampung Pesisir dan LampungdBepanasyarakat suku
Lampung baik yang beradat pepadun maupun pessimasama beranggapan dan
mengakui asal-usul keturunan mereka berasal dakal&eBrak (daerah
pegunungan Belalau Bukit Barisdrij.Sebagian besar masyarakat penduduk asli
Lampung menurut cerita rakyat berasal dari Kaka@@l Gunung Pesagi (2622
M) di Sekala Brak. Diperkirakan diantara Poyanghgrhampung meninggalkan
daerah asalnya di Sekala Brak terjadi sekitar abad 14 dan permulaan abad
15.49 Dari anggapan ini sudah dapat menunjukkanvéatruktur masyarakat

adatnya mempunyai bentuk atau sistem yang sama.

3 Hilman Hadikusuma, 1989, Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung,
Mandar Maju, Bandung. Hal. 157
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Masyarakat Lampung pesisir memiliki kesatuan-kesatmarga yang

meliputi daerah wilayahnya yaitu :

Marga-marga Beradat Pesisir :

1. Marga-marga sekampung ilir-melinting, meliputi widn tanah di Way
Sekampung ilir.

2. Marga-marga pesisir Meninting Rajabasa, meliputiayeah tanah di kaki
Gunung Rajabasa dan sekitarnya

3. Marga-marga pesisir teluk, meliputi wilayah tanalpahtai teluk Lampung

4. Marga-marga pesisir semangka, meliputi wilayah hamik pantai teluk
semangka.

5. Marga-marga pesisir Krui-Belalau, meliputi eks kdaman krui (eks wilayah
Bengkulu).

6. Marga-marga di daerah Danau Ranau, Muara Dua, Kogheampai Kayu
Agung dalam propinsi Sumatera Selatan.

Semua golongan masyarakat adat marga-marga berpdaisir
menggunakan bahasa Lampung berdialek “Api” (apa)dPmtahan marga-marga
tersebut sejak tahun 1952 sudah dihapus, sudak kg digunakan dalam
susunan pemerintahan pedesaan Republik Indonesian&ha berarti kekuasaan
terhadap hak Ulayat tanah, dahulu tersebut :Tanalg® sudah tidak ada lagi
karena semuanya tunduk pada Undang-Undang PokakiAddo. 5 Tahun 1960,

yang berlaku sejak 24 September 1960, namun daldnkum Kekerabatan”
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termasuk harta kekayaan adat, waris adat dan laimagih tetap berlaku terlepas
dari pemerintahan umufi?

Dalam garis besarnya masyarakat suku Lampung pasismpunyai
struktur masyarakat adat yang terkenal dengan tatrlkepunyimbangan, asal
katanya punyimbang atau nyimbang (pewaris atau yaednak mewarisi).
Struktur kepunyimbangan di sini dalam arti strukk@dudukan, atau jabatan
dalam adat.

Struktur kepunyimbangan ini pada zaman dahulu sebgbenjajahan
Belanda, merupakan suatu bentuk lembaga pemermtdmacam kerajaan yang
bersifat otonom untuk setiap kebudayaan (kekerapatdi mana setiap
kebudayaan mempunyai pemerintahan kekerabatanriseewldiri yang dikenal
dengan kepunyimbangan buay atau asal (bagi masyana&padun) dan
kepunyimbangan tuha atau umpu (bagi masyarakatipesi

Dalam masyarakat adat Lampung Pesisir, kepunyingrartigha atau
umpu ini mempunyai dua macam wilayah (teritoriadyng menimbulkan dua
istilah wilayah, yaitu : Kebandakhan (kebandaraalafpuhan) dan Kepaksian,
sehingga bisa disebut juga kepunyimbangan bandakhkapunyimbangan paksi.
Kepunyimbangan bandakh menunjukkan kekerabatan fwapu) yang mula-
mula datang di wilayah pesisir dan mendirikan keggmbangan buaynya di
sepanjang pantai Selatan Lampung yang kemudianadiepgnguasa-penguasa

pelabuhan dan daerah sekitarnya yang terkenal desglautan Bandakh Pak

3% |hid. Hal. 159.
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Teluk Semangka (Bandar empat Teluk Semangka) y&andakh Limau,
Bandakh Putih, Bandakh Badag, Bandakh Pertiwi.

Kepunyimbangan paksi menunjukkan kekerabatan buaypy) yang
datangnya belakangan di daerah pesisir dan menagakkpunyimbangan
buaynya di daerah sedikit arah kepedalaman, yakgral dengan sebutan Paksi
Pak Teluk Semangka (Paksi Empat Teluk Semangk#&) ydPaksi Benawang,
Paksi Way Belunguh, Paksi Pematang Sawah, Pakdhjgakepunyimbangan
buay atau umpu ini kemudian mengalami perkembangdikarenakan
pertambahan dan perpindahan anggota kekerabatarsuf)y kedaerah-daerah
lain. Sehingga berdirilah kepunyimbangan-kepunyingaam yang memisah dari
kepunyimbangan buay atau tuha tersebut, yang dikemiepunyimbangan tiyuh
yang sifatnya otonom, tetapi dari segi hubungareksdyatan tetap erat dengan
punyimbang buay atau tuha. Perkembangan ini baerjsdaus sesuai dengan
perubahan zaman, sehingga menimbulkan struktur arelsyt adat
kepunyimbangan yang dalam masyarakat suku Lampesigipdi kenal dengan
nama adat kepunyimbangan saibatin.

Struktur atau susunan masyarakat adat Lampung iPesengalami
perubahan hingga sekarang, dalam bentuk susunagasdierikut.

1. Kepunyimbangan, dengan susunan :
a. Punyimbang tuha (umpu), merupakan buay atau keguda kekerabatan
asal yang berkedudukan dikebandakhan empat dakdiapaempat teluk

semangka, dengan gelar pengikhan (Pangeran).
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b. Punyimbang tiyuh (marga), terjadinya karena anakude laki-laki
punyimbang tuha atas seizin dan restunya di mintakudibawa oleh
anggota kekerabatan buaynya, yang sudah pindahngtewk kedaerah
lain untuk memimpin mereka dengan mendirikan kepuhgngannya di
daerah baru itu dengan Adok (gelar) : Pangikham &temenggung.

c. Punyimbang pekon (kampung), terjadi karena salah aaak laki-laki
punyimbang tuha yang lebih muda atau keturunargs sgizin dan restu
punyimbang tuha, diminta untuk memimpin anggotaekekatan buaynya
yang mendirikan kampung baru di tempat lain, dalawiayah
kebandakhan punyimbang tuha atau nyusuk ke daeaath dan
menegakkan kepunyimbangan di sana dengan gelar-gallom dan
Batin.

d. Punyimbang suku (punyimbang suku kanan dan suku kir
1) Punyimbang suku kanan, merupakan anggota kekerabdeiat

punyimbang tuha atau punyimbang tiyuh, dengan déiaja, Khadin,
Kakhiya.

2) Punyimbang suku kiri, merupakan anggota kekerabg#engy sudah
agak jauh dari punyimbang tuha atau tiyuh, dengalargKhaja,
Khadin, Khakiya.

e. Anggota-anggota punyimbang suku kanan dan Kiri :

Hubungan kekerabatannya dengan punyimbang tuha tgtau

sama dengan punyimbang suku kanan dan Kkiri ateitdari anggota
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yang lebih muda. Ada pula yang berasal dari oraage yang diangkat
dengan adat mewakili dengan gelar Minak, Kimas, tasDayang.

f. Kakhayahan, yaitu anggota kelompok kekerabatan ltey masyarakat
biasa (rakyat banyak).

2. Kesaibatinan, dengan susunan :

a. Saibatin Netih atau Nyurang dari punyimbang tulaa éityuh atau saibatin
liwak (mengangkat diri sendiri), dengan gelar Daldem Batin.

b. Suku kanan dan suku kiri; Suku kanan, hubunganrkbl¢annya dengan
saibatin tingkat kelama (dekat) dengan gelar KHé@padin, Minak.

c. Anggota-anggota suku kanan atau suku kiri; Huburkg&erabatannya
dengan saibatin sama dengan suku kanan dan sukietepi dari anggota
kekerabatan yang lebih muda, atau orang-orang giamgkat dengan
adat mewakhi, dengan gelar Minak, Kimas, Mas dajahg.

d. Khakhayahan, anggota masyarakat biasa.

Dalam setiap tingkatan pemimpin adat di atas, bd#am
punyimbang tuha, punyimbang tiyuh, punyimbang pekoaupun para
kesaibatinan mempunyai perangkat adat yang dinamgsandiya
pakusakha, yaitu susunan pejabat-pejabat selainl&kegdat yang ada
dalam struktur perangkat adat punyimbang saibatin.

Pandiya pakusakha ini pada zaman dahulu sebelumarzam
penjajahan Belanda merupakan pembantu-pembantuaypamyimbang

tuha (umpu) dalam merencanakan dan melaksanakasaritusan
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pemerintahan umum, pemerintahan adat, peperangafaigiaain, tetapi
setelah masa penjajahan hingga sekarang hanya akarugpembantu
punyimbang saibatin dalam urusan-urusan adat #ilingan
kekerabatannya saja.

Seorang punyimbang belum tentu saibatin (yang memijmn
tetapi saibatin harus seorang punyimbang. Dengananyad
kepunyimbangan ini maka keluarga Lampung pesisitaimdari suatu
keluarga sampai kerabat, buwai, suku tiyuh dan @aaatpu paksi
mempunyai pemimpin menurut garis keturunan laki-lgkatrilineal).
Tanpa adanya punyimbang maka kekerabatan akan bdakrmenentu,
karena tidak ada yang dituakan, tidak ada tempamupatan
keluarga/kerabat, tidak ada yang mengatur dalamyamesah dalam
menyelesaikan peristiwa-peristiwva kekerabatan.rfaergunyimbang adat
dimasa sekarang hanya bergerak di lingkungan habukgkerabatan,
tidak ada lagi artinya dalam pemerintahan umum.

Berikut ini digambarkan struktur kebandaran Sukiajkthrga

Pugung Lampung :
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STRUKTUR KEBANDARAN SUKAJADI
MARGA PUGUNG LAMPUNG

Penyeimbang Kebandaran
Sultan Raja Hukum

A 4

Penyeimbang Pekon Sukabanjar Penyeimbang Pekon Sinar Baru Penyeimbang Pekon Pertoman
Dalom Binamarga Dalom Mangku Bandokh Dalom Mangku Alam

Raja Suku Raja Seibatin Raja Suku Raja Seibatin Raja Suku Raja Seibatin
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